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Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Maros 
 
Analysis of the Effectiveness and Contributions of Local Tax to Own-Source 
Revenue of Maros Regency 
 
Alviana Anugrah Natsir 
Rusman Thoeng 
Muh. Nur Azis 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak 
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros. Hal ini 
merupakan konsekuensi pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dan 
desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tempat 
penelitiannya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Data Penelitian ini 
adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Maros mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa tahun 2015 memiliki efektivitas pajak daerah yang terendah 
(95,02%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (119,11%), 
serta untuk kontribusi tahun 2014 memiliki kontribusi pajak daerah yang terkecil 
(48,62%) dan tahun 2011 memiliki kontribusi yang terbesar (77,09%).  
 




The purpose of this study is  to examine the effectiveness and contribution of the 
local tax to own-source revenue of Maros Regency. This is a local government’s 
consequence in carry out regional autonomy and decentralization. Methods This 
research used quantitative-descriptive method. Where his research at Maros 
Local  Revenue Offices. The data used in this study is a secondary data. This 
study used Maros Regency’s own-source revenue data from year 2011 until 
2015. Analysis of the results showed that  2015 had the lowest effectiveness of 
the local tax (95,02%) and 2012 had the highest levels of effectiveness 
(119,11%), as well as for the contribution in 2012 had the smallest contribution of 
the local tax (48,62%) and  2011 had largest contribution (77,09%). 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam 
pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan 
kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak 
diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah 
kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah 
kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak 
dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 
Agustus 1945, ketentuan yang mengatur otonomi daerah telah termuat dalam 
UUD 1945 Pasal 18. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia 
telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintah di daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1957, yang disempurnakan dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, 
kemudian diganti dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, lalu 
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berganti menjadi Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965, yang 
disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan berganti 
menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
di Daerah, kemudian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang 
kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan yang terakhir 
adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia 
sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari 
sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan daerah 
dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari 
berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, 
undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak daerah menjadi 
salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing – masing daerah. Lubis (2010:86) 
menjelaskan bahwa: 
“Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak 
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan 
perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa 
penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, 
pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada undang-undang”. 
 
Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah 
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan 
undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam 
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belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak 
kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk 
menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 
undang-undang. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum 
untuk kesebelas jenis pajak tersebut. 
Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan 
daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif yaitu 
setiap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Selain itu, terhadap 
daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah yang melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan 
sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau 
dana bagi hasil atau restitusi. 
Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, 
kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar 
karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan 
dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan 
tarif. Di pihak lain, tidak memberikan kewenangan kepada daerah yang 
menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi 
masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya.  
Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang 
berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini 
adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan 
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sekaligus terintegrasi dalam pengembangan kawasan Mamminasata. Dalam 
kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap 
pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus 
sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan 
sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di 
Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros dalam usaha untuk 
mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk 
meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang 
dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 
sumber-sumber PAD agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti 
dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Berikut data target dan realisasi 
PAD Kabupaten Maros tahun 2011 sampai dengan 2015. 
 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2011-2015 
Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 
2011 77.618.220.841,00   72.206.150.265,72 
2012   87.776.811.953,00   85.892.054.358,73  
2013   113.644.823.947,00    91.602.396.004,31 
2014   150.022.399.954,00    118.268.920.132,70  
2015    196.184.309.800,00  129.890.108.255,45 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros, 2016 
 
Dapat dilihat data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di atas 
bahwa setiap tahun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros terus 
mengalami peningkatan. Kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut 
tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan 
daerah yang berasal dari sumber pajak daerah yang potensial. Kabupaten Maros 
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terus berupaya untuk mengembangkan pembangunan daerah dan fasilitas yang 
terdapat di Kabupaten Maros dan menargetkan untuk melakukan pemungutan 
pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembangunan daerah. 
Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Maros 
antara lain: 
 
Tabel 1.2 Daftar Jenis Pajak Daerah yang Berlaku di Wilayah Kabupaten 
Maros berdasarkan Perda 
No. Jenis Pajak Daerah Peraturan Daerah 
1. Pajak Parkir Perda No. 6 Tahun 2010 
2. BPHTB Perda No. 1 Tahun 2011 
3. Pajak Air Tanah Perda No. 2 Tahun 2011 
4. Pajak Restoran Perda No. 3 Tahun 2011 
5. Pajak Hiburan Perda No. 11 Tahun 2011 
6. Pajak Penerangan Jalan Perda No. 12 Tahun 2011 
7. Pajak Reklame Perda No. 13 Tahun 2011 
8. Pajak Hotel Perda No. 14 Tahun 2011 
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 
Perda No. 15 Tahun 2011 
10. Pajak Sarang Burung Walet Perda No. 9 Tahun 2012 
11. PBB Perdesaan dan Perkotaan Perda No. 1 Tahun 2013 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros, 2016 
 
Berdasarkan tabel di atas ada 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang 
dipungut oleh pemerintah Kabupaten Maros. Peningkatan pajak daerah dari 
tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat 
dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Maros. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan 
pajak daerah adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak 
daerah. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam 
mencapai tujuannya. Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan 
pajak, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi 
penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai 
pada suatu periode tertentu. Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah 
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(DISPENDA) Kabupaten Maros selama beberapa tahun terakhir, target dan 
realisasi dari pajak daerah adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Maros 
Tahun 2011-2015 
Tahun 
Pajak Daerah Kelebihan/Kekurangan 
Realisasi terhadap 
Target (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp) 
2011 54.277.437.122,00 55.666.414.544,80 1.388.977.422,80 
2012 51.496.101.953,00 61.335.048.290,00 9.838.946.337,00 
2013 57.311.323.947,00 55.534.298.483,00 -1.777.025.464,00 
2014 59.199.000.000,00 57.503.299.764,00 -1.695.700.236,00 
2015 68.300.000.000,00 64.898.605.475,05 -3.401.394.524,95 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros, 2016 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun target 
pencapaian pajak daerah yang akan dipungut selalu meningkat. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kabupaten Maros memiliki sumber-sumber yang cukup 
potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 
Pada tahun 2011 sampai dengan 2012 realisasi pajak daerah selalu melebihi 
target yang dicanangkan, walaupun pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2013 
sampai 2015 realisasinya masih belum memenuhi target. Pemerintah Kabupaten 
Maros yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah perlu 
mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan 
daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Maros. Besar 
kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari 
mekanisme pemungutannya. 
Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu 
permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik 
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skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang 
menyebabkan  target  tidak tercapai dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut,   
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis 
Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Maros”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan 
masalah sebagai berikut. 
a. Seberapa besar efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2015? 
b. Berapa tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2015? 
c. Apa saja faktor-faktor pendukung dan/atau penghambat dalam 
mengoptimalkan pajak daerah Kabupaten Maros? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai 
berikut. 
a. Untuk mengetahui efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2015. 
b. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2015. 
c. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan/atau penghambat 
dalam mengoptimalkan pajak daerah Kabupaten Maros.   
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1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan 
pengetahuan bagi masyarakat ilmiah tentang bagaimana mengoptimalisasikan 
pajak daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 
untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan 
kepada pihak pemerintah daerah, dalam hal ini pihak pemerintah daerah 
Kabupaten Maros dalam rangka usaha memaksimalkan peningkatan penerimaan 
pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 
 
1.5 Sistematika Penelitian 
Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu: bab 
pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan 
dan penutup. 
BAB I : Pendahuluan 
Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian. Latar Belakang menjelaskan tentang kondisi riil 
beserta permasalahan yang ada pada masyarakat selama ini dan unsur-unsur 
yang mempengaruhinya. Rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang 
menjadi suatu titik permasalahan yang ada di masyarakat. Tujuan dan kegunaan 
penulisan menjelaskan kelanjutan penelitian ini apakah dapat berkontribusi positif 
terhadap perkembangan penelitian sejenis. Sistematika penulisan merupakan 
intisari dari susunan dan struktur hasil penelitan itu sendiri. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian yang terdiri atas otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
pajak, pajak daerah, efektivitas dan kontribusi. Selain itu, bab ini berisi tentang 
penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan alur penelitian. 
BAB III : Metode Penelitian 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rencana penelitian, tempat dan 
waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data. 
BAB IV : Pembahasan 
Dalam bab ini, akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian, Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, struktur organisasi dan pembahasan 
mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. 
BAB V : Penutup 
Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran 









2.1 Otonomi Daerah 
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah 
Secara etimologi pengertian otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, 
yaitu kata otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan 
namos berarti aturan atau undang-undang. Berdasarkan etimologi tersebut, 
otonomi diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi, otonomi 
daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari 
pemerintah pusat kepada daerah. 
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan “Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud dengan 
Daerah Otonom (sebagai sebutan umum bagi Provinsi, Kabupaten, dan Kota) 
menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yakni: 
“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
 
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 





“Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah 
otonom dan penyelenggaraan otonom daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 
serta peningkatan daya saing daerah, dengan memerhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah 
Menurut Haris (2006:161), tujuan dari kebijakan otonomi daerah ada dua 
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kebijakan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi 
seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam Negara Republik Kesatuan 
Indonesia yang utuh. Adapun tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah 
adalah: 
1. Meningkatkan keterlibatan dan partisispasi masyarakat dalam proses 
pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud suatu 
pemerintahan lokal yang bersih, efisisen, transparan, responsif, dan 
akuntabel. 
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi keterlibatan 
mereka dalam proses pemerintahan lokal dan kontribusinya bagi tegaknya 
pemerintahan nasional yang kokoh dan sah. 
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin 
mereka secara langsung dan demokratis. 
4. Membangun kesaling-percayaan antarmasyarakat di satu pihak, dan antara 
masyarakat dan pemerintahan di pihak lain. 
Adapun Simanjuntak (2007:38) mengemukakan bahwa: 
“Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah 
dalam bentuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, 
prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat, 





persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional dengan mengikuti asal-usul 
suatu daerah, kemajemukan dan karakteristik, serta potensi daerah yang 
bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah pasal 1 angka 35, yang dimaksud dengan “Pendapatan Daerah adalah 
semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Undang-
Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa 
“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan pengertian  
“Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah digali dari wilayah 
daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah”.  PAD merupakan pendapatan daerah yang 
berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Wahab (2009:31) 
menyatakan bahwa “Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif 
lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan 
daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua 
aktivitas didaerah”. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda 





cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang 
dimiliki daerah sebagai PAD. 
 
2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh 
pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, 
sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin 
berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Berdasarkan Undang-
Undang No.32 Tahun 2004 pada bab VIII tentang Keuangan Daerah pasal 157 
bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: 
1. Hasil Pajak Daerah 
Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan 
hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah 
daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas 
jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat 
dipaksakan. 
2. Hasil Retribusi Daerah 
Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh 
jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah 
daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu 
pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif 
untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya 





pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
memenuhi permintaan anggota masyarakat. 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut 
menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas 
penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok 
masyarakat. 
4. Lain-lain PAD yang sah 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli 
Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah 
yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan 
daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang 
nomor 33 tahun 2004  mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan 
asli daerah yang sah meliputi: 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 
b. Jasa giro. 
c. Pendapatan bunga. 
d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 






2.3.1 Pengertian Pajak 
Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) 
mendefinisikan pajak sebagai berikut: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Siahaan (2005:7) yakni 
sebagai berikut: 
“Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 
dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak 
mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, 
yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan”. 
 
Soemahamidjaja dalam Ilyas (2011:6) menyatakan bahwa “Pajak adalah 
iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.  Selain itu, Soemitro dalam Ilyas 
(2011:6) juga menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.  Dari pengertian pajak tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, 
yaitu: 
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU 





3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar pajak 
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat 
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan 
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin 
dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran pembangunan. Saat ini pemerintah sedang 
mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi untuk taat 
dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan pengenaan sanksi 
yang memberatkan jika wajib pajak tidak bisa membayar pajak terutangnya ke 
kas negara secara tepat waktu. 
 
2.3.2 Dasar Teori Pemungutan Pajak 
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan, suatu negara 
wajib mengatur pelaksanaannya dibawah naungan undang-undang. Hal ini untuk 
memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat selaku 
pembayar atau penyetor pajak. Ilyas (2011:21) mengemukakan teori-teori yang 
mendasari pemungutan pajak yang dapat dibenarkan oleh suatu negara yaitu: 
1. Teori Asuransi 
Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat 
(seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan 





Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat 
harus membayar “premi” kepada negara. 
Teori asuransi ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori 
ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang 
tepat bila diartikan sama dengan pajak, karena premi dalam teori ini 
seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan 
secara langsung oleh pemberi premi. Sementara pengertian pajak tidak 
demikian. Premi yang diberikan kepada negara tidak sama dengan premi 
yang diberikan kepada perusahaan dalam arti premi yang sesungguhnya. 
Apabila masyarakat mengalami suatu kerugian, negara tidak dapat 
memberikan penggantian sebagaimana layaknya perusahaan asuransi dan 
jumlah premi yang diberikan tidak bisa dihitung dalam jumlah seimbang yang 
akan diberikan oleh negara. 
2. Teori Kepentingan 
Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi 
kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan 
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. 
Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara 
dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga 
negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, 
membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan 
dari warga yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara 
yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada 






3. Teori Gaya Pikul 
Dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan 
pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya 
pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya 
pengeluaran yang dilakukan. Mr. A. J. Caren Stuart menyamakan asas gaya 
pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama 
harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani 
dengan yang lain. Artinya bahwa yang harus dipenuhi dalam kehidupan 
seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya 
pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer 
seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum 
bagi kehidupan seseorang. Jika telah terpenuhi, barulah pembayaran pajak 
dilakukan. Dalam konteks UU PPh asas minimum kehidupan sebagaimana 
dimaksud tersebut bisa disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP). Apabila seseorang punya penghasilan di bawah batas PTKP berarti 
orang tersebut tidak perlu membayar pajak, atau gaya pikulnya untuk 
membayar pajak adalah nihil. Sebaliknya, bila penghasilannya di atas PTKP 
barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan 
berdasarkan asas keadilan yang ditentukan dalam UU PPh. 
4. Teori Gaya Beli 
Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada 
negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang 
bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah 
sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak 
yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur 





5. Teori Bakti 
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) 
dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut 
pajak.  
Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa 
dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap) individu 
untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya 
kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan 
yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang 
dilakukan kepada negara merupakan bukti dari masyarakat kepada negara, 
karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan 
masyarakatnya. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.   
 
2.3.3 Fungsi Pajak 
Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, 
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan 
sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan 
pendapatan masyarakat. Pajak memiliki empat fungsi utama di dalam 
pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut (Ahman, 2007:49): 
1. Fungsi Budgeter (Sumber Utama Kas Negara) 
Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pamerintah 
yang berasal dari dalam negeri. Hal ini terlihat di dalam APBN karena pajak 







2. Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan) 
Pajak yang sudah dihimpun oleh negara untuk mengisi kas negara 
(budgeter) tidak dibiarkan begitu saja mengendap di kas negara. Akan tetapi, 
harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang. 
3. Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan) 
Pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak digunakan untuk  
membiayai pembangunan di segala bidang. Penggunaan pajak untuk biaya 
pembangunan harus merata ke seluruh pelosok tanah air sehingga seluruh 
warga masyarakat, baik kaya maupun miskin, dapat menikmati hasil 
pembangunan yang dibiayai dari pajak tersebut. 
4. Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi) 
Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Melalui 
kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya 
untuk mengatasi tingkat inflasi. Begitu juga  jika pemerintah melihat 
perekonomian cenderung mengalami penurunan (kelesuan), pemerintah 
dapat melakukan kebijakan pajak rendah. Dengan pajak rendah, para 
pengusaha akan termotivasi untuk meningkatkan investasinya. Jika investasi 
meningkat, kesempatan kerja akan semakin luas dan produksi akan 
meningkat. Pada akhirnya, akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi dan kemakmuran masyarakat meningkat, serta perekonomian menjadi 
stabil. Fungsi regulasi pajak sering disebut fungsi stabilisasi. 
 
2.3.4 Asas-asas Pemungutan Pajak 
Asas- asas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, 
sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. 





merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. 
Adam Smith dalam bukunya AnInquiry Into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations yang dikutip oleh Pohan (2014:44) mengemukakan 4 (empat) asas 
pemungutan pajak yang disebut dengan Four Maxims/Four Canons dengan 
uraian sebagai berikut: 
1. Equality/Equity 
Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang 
pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar 
(ability to pay) pajak tersebut dan juga seimbang dengan 
manfaat/penghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan 
pemerintah. 
2. Certainty 
Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan 
supaya pajak itu harus jelas bagi semua WP dan seluruh masyarakat dan 
pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut 
berarti: 
a. Harus pasti, siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak) 
b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak 
kepada subjek pajak (Objek Pajak) 
c. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan 
tarif pajak (Tarif Pajak) 
d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus 
dibayar (Prosedur Pajak) 
3. Convenience 
Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat 





menuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain 
(bunga deposito, bonus, dividen, dan sebagainya). Pada masa sekarang ini 
saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan 
pajak pada sumbernya (leving tax at source) artinya pemungutan pajak oleh 
pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga 
deposito. 
4. Economy 
Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor 
pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (complience cost). Bagi WP 
hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak 
lebih besar daripada pajak yang dipungut.  
 
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia 
Ada tiga sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di 
Indonesia, yaitu sebagai berikut (Ahman, 2007:53) : 
1. Official Assesment System (dilaksanakan sampai dengan 1967) 
Official assesment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang 
wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada pemungut 
pajak (fiscus), dalam hal ini Dirjen Pajak. 
2. SemiSelf Assesment System dan With Holding System (dilaksanakan pada 
1968-1983) 
b. Semiself assesment system, yaitu cara pemungutan pajak yang 
wewenang untuk menentukan besar pajak terutang ada pada wajib 
pajak bersama-sama dengan fiscus. 
c. With holding system, yaitu cara pemungutan pajak yang wewenang 
untuk menentukan besar pajak terutang adalah bukan wajib pajak dan 





3. Full Self Assesment System (dilaksanakan mulai 1984 sampai dengan 
sekarang) 
Full self assesment system adalah suatu cara pemungutan pajak yang 
berhak menghitung dan menentukan besar pajak terutang adalah wajib 
pajak sendiri. 
Sekalipun WP sudah melaksanakan kewajibannya sesuai sistem self 
assesment, bukan berarti WP tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan 
pemeriksaan. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan 
pemeriksaan pajak terhadap WP apabila diketahui WP tidak benar dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang diberikan Undang-
Undang kepada WP dengan sistem self assesment merupakan kepercayaan 
yang harus dijaga agar WP tidak terkena sanksi perpajakan yang cukup berat. 
Apabila WP melakukan kewajiban perpajakan sesuai UU, maka dengan 
sendirinya akan meminimalisasi ketentuan sanksi yang mungkin akan 
memberatkan WP itu sendiri. 
 
2.3.6 Jenis-jenis Pajak 
Prishardoyo (2005:125) mengemukakan jenis-jenis pajak terdiri atas: 
1. Menurut Golongan 
Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, beban yang 
harus ditanggung oleh wajib pajak tidak semuanya dibebankan pada individu 
tetapi didistribusikan berdasarkan urutan pekerjaan mereka. 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. 





b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh: pajak pertambahan nilai 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, yang 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan 
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penjualan atas 
barang mewah 
3. Menurut Lembaga yang Memungutnya 
Pemungutan pajak dilakukan oleh intansi pemerintah, baik itu 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 
 
2.4 Pajak Daerah 
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: 
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 






“Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara 
(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat 
dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak 
mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, 
yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran Negara dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan”. 
 
Menurut Sunarto (2005:15) menyebutkan bahwa “Pajak Daerah 
merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun 
kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli 
daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.  
Sedangkan Mardiasmo (2006:12) mendefinisikan pajak daerah sebagai 
berikut: 
“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. 
 
Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pajak daerah 
mempunyai ciri-ciri: 
1. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada 
daerah. 
2. Penyerahannya berdasarkan Undang-undang. 
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-
undang dan peraturan hukum. 
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang 
dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang 
baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada 





dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan 
fungsinya. 
 
2.4.2 Jenis-jenis Pajak Daerah 
Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam 
yaitu: 
1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 
jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan 





adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 
kendaraan bermotor. 
d. Pajak Air Permukaan 
Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang 
terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 
berada di laut maupun di darat. 
e. Pajak Rokok 
Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. 
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 
a. Pajak Hotel 
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh). 
b. Pajak Restoran 
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 








c. Pajak Hiburan 
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 
adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.  
d. Pajak Reklame  
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 
e. Pajak Penerangan Jalan 
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan 
logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral 
dan batubara. 
g. Pajak Parkir 
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 





tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
h. Pajak Air Tanah 
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah. 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa 
yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 
maxina,collocalia esculanta, dan collocalia linchi.  
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi 
adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 
serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik 
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan/atau laut. 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah 
dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 





atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan 
bangunan. 
 
2.4.3 Tarif Pajak Daerah 
Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur 
dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling 
tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :  
1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%  
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%  
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%  
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%  
5. Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 
dari cukai rokok 
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%  
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%  
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%  
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%  
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%  
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%  
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%  
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%  
14. Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%  
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 
paling tinggi sebesar 0,3%  
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 
tinggi sebesar 5% (lima persen) 
 
Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat 
pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah 
antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan pajak 
provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk 
mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi 





2.4.4 Kendala Pemungutan Pajak Daerah 
Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan 
dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Lisasih dalam Syah (2014:20), 
beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:  
1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah 
Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa peraturan 
daerah tentang pajak dan restribusi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 
harus disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. 
Akan tetapi, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan 
peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan 
kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan undang-
undang tersebut. 
Kurangnya kesadaran provinsi maupun kabupaten/kota dalam 
memenuhi amanat undang-undang tersebut pastinya melemahkan 
pemungutan pajak daerah, dengan tidak adanya penyampaian peraturan 
daerah tersebut dapat terjadi kemungkinan terbitnya peraturan daerah yang 
di kemudian hari ternyata bermasalah karena kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  
2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan 
pajak daerah 
Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan 
adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun 
pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat 





menimbulkan konflik antarpusat dan daerah atau antar provinsi dan 
kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur. 
Pengawasan oleh pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat 
melemahkan pemungutan pajak dikarenakan dengan adanya pengawasan 
pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasaan 
pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat 
mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa 
keadilan dan budaya masing-masing.  
3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak 
Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya ialah 
bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung 
atau tidak langsung), kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana 
(kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam 
bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat 
pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 
diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas 
pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, 
sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak 
secara otomatis melemahkan pemungutan pajak. 
4. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang 
kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;  





6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi 
dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, 
perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan. 
 
2.5 Efektivitas 
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Kata efektif berarti terjadinya 
suatu efek atau akibat yang dikehendaki, dalam suatu perbuatan. Efektivitas 
adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya 
sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki.  
Menurut Mardiasmo dalam Sukur (2015:20) “Efektivitas adalah ukuran 
berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya”. Sedangkan Efektivitas 
menurut Mahmudi (2010:86) yakni: 
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin 
besar kontribusi output terhadap pencapain tujuan, maka semakin efektif 
organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau 
kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi 
tujuan yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely”. 
 
Efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah 
tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai 
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Efektivitas adalah pencapaian 
hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil”. 
 
2.6 Kontribusi 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian “Kontribusi adalah 
sumbangan”, sedangkan menurut kamus ekonomi (Guritno ,1992:76)  adalah 
sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 





Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang 
diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 














1. Mengetahui kontribusi 
Pendapatan Asli Daerah  
Untuk mengetahui tingkat 
efektivitas pajak dan 
retribusi daerah Provinsi 
Sumatera Utara setiap 
tahun 
2. Untuk mengetahui 
pengaruh Pendapatan 
Domestik Regional Bruto 
(PDRB) terhadap PAD 
Sumatera Utara 
3. Untuk mengetahui 
pengaruh Penanaman 
Modal Dalam Negeri 
(PMDN) terhadap PAD 
Sumatera Utara 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat efektivitas 
penerimaan pajak dari tahun 
2003 sampai 2007 adalah 
tinggi yaitu berada di atas 
100%. Sedangkan kontribusi 
penerimaan pajak dan 
retribusi daerah dari tahu 2003 
sampai 2007 terus 
menunjukkan angka 
penurunan yang berarti. 
Kemudian dari hasil penelitian 
juga diketahui bahwa variabel 
PDRB memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap PAD, 
sedangkan variabel PMDN 










1. Mengetahui kontribusi 
Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Pendapatan 
Daerah Kota Surakarta 
tahun 2004-2009 
2. Mengetahui kontribusi 
Pajak Daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
Kota Surakarta tahun 
2004-2009 
3. Mengetahui tingkat 
efisiensi pemungutan 
Pajak Daerah Kota 
Surakarta tahun 2004-
2009 
4. Mengetahui tingkat 
efektivitas pemungutan 
Pajak Daerah Kota 
Surakarta tahun 2004-
2009 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kondisi pemungutan 
Pajak Daerah Kota Surakarta 
tahun 2004-2009 sudah efektif 
dan efisien. Rata-rata tingkat 
efisiensi 6,5%, tingkat efisiensi 
teringgi pada tahun 2009 
sebesar 2,6%, tingkat efisiensi 
terendah pada tahun 2004 
dengan tingkat efisiensi 
11,2%. Tingkat efektivitas 
tertinggi pada tahun 2007 
yaitu sebesar 104,9% dan 
terendah pada tahun 2009 
yaitu sebesar 101,7%, rata-
rata tingkat efektivitas tahun 
anggaran 2004-2009 adalah 
102,9%. Hal ini menunjukkan 
bahwa Pemerintah Kota 
Surakarta berhasil 





hasil pajak untuk digunakan 
menutup biaya pemungutan 
atas pajak yang bersangkutan 
dan mampu mencapai target 














1. Untuk mengetahui tingkat 
pencapaian pungutan 
Pajak Dearah di 
Kabupaten Blora tahun 
2009-2013 sudah efektif 
2. Untuk mengetahui tingkat 
pencapaian pungutan 
Retribusi Dearah di 
Kabupaten Blora tahun 
2009-2013 sudah efektif 
3. Untuk mengetahui tingkat 
pencapaian pungutan 
pajak daerah di 
Kabupaten Blora tahun 
2009-2013 sudah efisien 
4. Untuk mengetahui tingkat 
pencapaian pungutan 
retribusi daerah di 
Kabupaten Blora tahun 
2009-2013 sudah efisien 
5. Untuk mengetahuiapakah 
Pajak Daerah 
berkontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Blora tahun 
2009-2013 
6. Untuk mengetahui apakah 
Retribusi Daerah 
berkontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Blora tahun 
2009-2013  
1. Tingkat efektivitas untuk 
pajak daerah dan retribusi 
daerah selama tahun 2009-
2013 masuk dalam kategori 
sangat efektif.  
2. Tingkat efisiensi untuk pajak 
daerah dan retribusi daerah 
dari tahun 2009 sampai 
2013 secara keseluruhan 
berada pada tingkat efisien. 
3. Kontribusi pajak daerah 
terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Blora dari 
tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013 kurang 
berkontribusi. Namun tingkat 
rasio kontribusinya 
cenderung naik. 
4. Kontribusi retribusi daerah 
terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Blora dari 
tahun 2009-2013 
berkontribusi sedang tetapi 
rasio kontribusinya 
cenderung turun setiap 
tahunnya. 
5. Analisis uji beda t-tes untuk 
efektivitas dan efisiensi 
untuk pajak daerah dan 
retribusi daerah tidak 
menunjukkan perbedaan. 
Sedangkan untuk kontribusi 










2.8 Alur Penelitian 
Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima 
oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dari 
tugasnya mengurus rumah tangga daerah, yang terdiri dari sumbangan atau 
subsidi pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Dalam hal 
ini pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berperan bagi 
pembiayaan daerah. 
Selain itu, penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas 
dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. 
Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan 
sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung 
berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target 
penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah 
mencapai angka minimal 1 atau 100% yang didapat dari perhitungan intepretasi 
dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah.  
Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total 
Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan rumus jumlah realisasi 
penerimaan pajak daerah dibagi jumlah realisasi penerimaan PAD.  
Hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi tersebut dapat 
menggambarkan bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Alur penelitian digunakan 
peneliti untuk merumuskan masalah, memperoleh data, dan menentukan 
perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan seperti pada gambar 







































Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maros 











3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio 
untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
Kabupaten Maros. Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data yang 
meliputi data realisasi penerimaan PAD, target dan realisasi pajak daerah, dan 
rincian pajak daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya 
yaitu perhitungan secara kuantitatif efektivitas dan kontribusi pajak daerah 
dengan menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik. Hasil analisis kemudian dideskripsikan untuk menjelaskan kontribusi dan 
tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Maros periode 2011-2015. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini bertempat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 
yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kabupaten 
Maros. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini kurang lebih selama 
dua bulan yaitu mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 Jenis Data 







1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 
lapangan melalui wawancara pada dinas-dinas yang terkait untuk 
memperoleh informasi yang menyangkut penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 
tersedia (Azwar, 2001:91). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang berasal dari beberapa intansi terkait atau Kantor 
Dinas yang berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah. Sumber 
meliputi: 
a. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 
2011-2015. 
b. Target pendapatan pajak daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2015. 
c. Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Maros tahun 2011-2015. 
 
3.3.2 Sumber Data 
 Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yang bersumber dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maros, serta instansi-instansi terkait yang dapat menunjang untuk berbagai data 
yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 
1. Metode Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan 





literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini yakni berupa 
catatan, buku, jurnal dan sebagainya. 
2. Dokumentasi (Documentation)  
Dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau dokumen-
dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi adalah 
pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian 
mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.  
3. Metode lapangan (Field Research) 
Penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk menunjang 
penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian lapangan berbagai instansi 
terkait yang dapat mendukung penelitian ini. 
4. Metode Wawancara 
 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 
wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu 
pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan diteliti. 
Dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah serta pihak-pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Maros. 
 
3.5 Model Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran 
atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan 
keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan 
untuk menggambarkan tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai 







3.5.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah 
Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak 
daerah yang ditargetkan. Besarnya tingkat efektifitas pajak daerah dapat dihitung 




Sementara itu, untuk melihat efektivitas perjenis pajak daerah yang 
selanjutnya dapat dilihat pada rumus sebagai berikut. 
1. Pajak Hotel 
Efektivitas Pajak Hotel =
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Target Penerimaan Pajak Hotel
x 100% 
2. Pajak Restoran 
Efektivitas Pajak Restoran =
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Target Penerimaan Pajak Restoran
x 100% 
3. Pajak Hiburan 
Efektivitas Pajak Hiburan =
Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Target Penerimaan Pajak Hiburan
x 100% 
4. Pajak Reklame 
Efektivitas Pajak Reklame =
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Target Penerimaan Pajak Reklame
x 100% 
5. Pajak Penerangan Jalan 
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan =
Realisasi Pajak Penerangan Jalan 




Eektivitas Pajak Daerah =
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah







6. Pajak Parkir 
Efektivitas Pajak Parkir =
Realisasi Pajak Parkir 
Target Pajak Parkir
x 100% 
7. Pajak Air Tanah 
Efektivitas Pajak Air Tanah =
Realisasi Pajak Air Tanah 
Target Pajak Air Tanah
 x 100% 
8. Pajak Sarang Burung Walet 
Efektivitas P. Sarang Burung Walet =
Realisasi P. Sarang Burung Walet
Target P. Sarang Burung Walet
x 100% 
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
E. P. Mineral Bukan Logam & 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 =
Realisasi P. Mineral Bukan Logam & 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
Target P. Mineral Bukan Logam & 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛
 x 100% 
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
Efektivitas PBB − P2 =
Realisasi PBB − P2 
Target PBB − P2
 x 100% 
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Efektivitas Pajak BPHTB =
Realisasi Pajak BPHTB 
Target Pajak BPHTB
 x 100% 
Adapun Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah 
adalah. 
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah 
Persentase Kriteria 
> 100% Sangat Efektif 
> 90–100% Efektif 
> 80-90% Cukup Efektif 
> 60-80% Kurang Efektif 
< 60% Tidak Efektif 
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 
 
3.5.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah 
Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk 





Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah 






Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut. 
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah 
Persentase Kriteria 
0,00% - 10% Sangat Kurang 
10,10% - 20% Kurang 
20,10% – 30% Sedang 
30,10% - 40% Cukup Baik 
40,10% - 50% Baik 
Di atas 50% Sangat Baik 
Sumber: Depdagri, Kepmendagri  Nomor 690.900.327 Tahun 1996 
 
Kontribusi Pajak Daerah =
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi Penerimaan PAD











 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
pajak daerah Kabupaten Maros tahun 2011 hingga 2015 berada pada 
kategori sudah efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 102 
persen. Pada tahun 2015 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas 
yang terendah. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2015 hanya 
mencapai 95,02 persen dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana 
tingkat efektivitas pajak daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 
119,11 persen. Jenis pajak daerah yang memiliki efektivitas yang tertinggi 
adalah pajak hotel dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 121,68 
persen. Sedangkan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang 
memiliki efektivitas terendah dengan tingkat efektivitas rata-rata hanya 
sebesar 45,18 persen. 
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa 
tahun 2014 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang 
terkecil, yaitu sebesar 48,62 persen dan pada tahun 2011 memiliki tingkat 
kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 77,09 persen. Jenis pajak daerah 
yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD selama 5 tahun 
adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan rata-rata kontribusi 





kontribusi terendahterhadap PAD selama 5 tahun adalah pajak hiburan 
dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,03 persen. 
3. Faktor pendukung dalam mengoptimalkan pajak daerah Kabupaten 
Maros adalah tersedianya pegawai pengelola pendapatan daerah yang 
memadai dan adanya kebijakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak 
daerah. Adapun Faktor penghambat dalam mengoptimalkan pajak daerah 
Kabupaten Maros adalah sistem pemungutan dan pengawasan belum 




 Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan 
agar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dapat lebih optimal, maka peneliti mengemukakan saran sebagai 
berikut. 
1. Agar Pemerintah Kabupaten Maros khususnya Dinas Pendapatan Daerah 
(DISPENDA) lebih mengintensifkan lagi pajak daerah yang sudah ada 
guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu perlu 
melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, peningkatan 
mekanisme dan prosedur penarikan pajak daerah. 
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah 
Pemerintah Kabupaten Maros dapat mengektensifkan/memperluas obyek 
dari pajak daerah yang sudah ada. 
3. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Maros harus 
berupaya mencari pemecahan dari masalah-masalah yang menyebabkan 





4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya objek penelitian diperluas lagi, yaitu 
tidak terbatas pada Pemkab Maros, tetapi mencakup semua provinsi di 
Sulawesi Selatan sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan. Selain itu, 
penelitian ini hanya mencakup lima tahun. Bagi peneliti selanjutnya 
sebaiknya melebihi dari waktu tersebut, misalnya enam tahun atau lebih 
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Lampiran 2 :Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Apa saja jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Maros? 
2. Apa saja jenis pajak daerah yang mengalami penurunan dalam kurung 
waktu lima tahun terakhir?  
3. Apa saja faktor pendukung dalam melaksanakan pemungutan pajak? 
4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan 
pemungutan pajak? 
5. Bagaimana sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah di 
Kabupaten Maros? 
 
 
 
